TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 





A. Tinjauan Umum tentang Anak
1. Definisi Anak
Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak
secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia 
yang belum dewasa.
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Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda 
dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan 
sekitarnya”.12Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-
sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, 
ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di 
rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi 
korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.13  
Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut 
peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di 
antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, 
karena di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing baik dari undang-
undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan 
dapat dilihat sebagai berikut : 
11 W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : 
Amirko, hal. 25 
12 R.A. Koesna. 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung 
:Sumur,  hal. 113 





a) Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak 
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.14 
b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan 
dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan 
orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 
tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang 
yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang 
anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau 
ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia 
tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.15 
c) Menurut kitab undnag-undang hukum pidana 
Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila 
belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia 
tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya 
si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau 
pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau 
memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak 
dikenakan sesuatu hukuman. 
                                                             
14 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, (Jakarta : Visimedia, 
2007), hal. 4 
15 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. 





d) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.16 
e) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap 
manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut demi kepentingannya".17 
Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, 
karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan 
kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, 
juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang 
dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan 
anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. 
Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, 
anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan 
hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. 
Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan 
                                                             
16 Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52 





tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni 
sebagai berikut : 
a. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam 
masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan 
batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu 
yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi 
termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.18 
b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi 
Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan 
proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi 
anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan 
pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama 
dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun 
untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."19 
c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama 
merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa 
dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada 
kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat 
melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa 
                                                             
18 Bisma Siregar. 1986.  Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, 
Jakarta : Rajawali. hal. 105 
19 Maidin Gultom. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, 





telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia 
belum melakukan kawin."20 
Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana di atas yang 
cukup bervariasi, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati 
batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan 
yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang 
tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak 
sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. 
B. Tinajaun umum tentang perlindungan hukum terhadap anak 
1. Pengertian perlindungan hukum terhadap anak 
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan 
hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat 
diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, 
kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.21 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 
secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2).  
                                                             
20 Ibid 





Pengertian anak dalam tulisan ini selanjutnya disebut anak yang mengalami 
berbagai perlakuan salah. Kondisi dan situasi anak yang sulit  tersebut tergolong ke 
dalam anak yang memerlukan perlindungan hukum khusus. Pasal 1 angka 15 
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentangPerlindungan anak menentukan 
bahwa:  
“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak 
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompk minoritas dan terisolasi,anak yang di eksploitasi secara ekonom 
dan/ata seksual, anak y angdiperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat aditif 
lainnya(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak 
korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anakyang menyandang cacat, 
dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.  
Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan 
narkotika tentunya memiiki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan 
anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan 
bagi anak korban penyalahgunaan narkotika yang tentunya akan sangat berbeda 
dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik. 
C. Tinjauan Umum tentang Faktor-faktor penyebab kenakalan anak 
1. Faktor-faktor penyebab kenakalan anak 
a. Teori asosiasi Diferensial 
Asumsi dasar perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, 
sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Edwin H Sutherland 
berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang 
dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat 
termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya 





rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-
perbuatan anti sosial22. 
Teori asosiasi diferensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa : 
1. Tingkah laku kriminal dipelajari 
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan 
orang lain melalui suatu proses komunikasi. 
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam 
kelompok yang intim. 
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik 
melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan 
pembenaran   
b. Teori kontrol sosial 
Asumsi dasar individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang 
sama kemungkinannya menjadi baik maupun menjadi jahat. Berperilaku baik 
ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada 
masyarakat lingkungannya. Perilaku kriminal merupakan kegagalan 
kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk 
mengikat atau terikat dengan individu. Bahwa orang seorang harus belajar 
untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat semua orang dilahirkan 
dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam 
masyarakat, delinquent dipandang oleh para teoritisi kontrol sosial sebagai 
                                                             






konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-
larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. 
Pertanyaan dasar yang dilontarkan oleh penggagas teori ini berkaitan 
dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku 
delinquent di kalangan anggota masyarakat, terutama pada anak dan remaja, 
yaitu mengapa kita patuh dan taat pada norma masyarakat atau mengapa kita 
tidak melakukan penyimpangan. Fokus perhatian dari faham ini ialah 
memandang kepatuhan atau ketaatan sebagai problematik yang perlu di cari 
penjelasannya. Seseorang patuh pada norma masyarakat karena adanya ikatan 
sosial apabila seseorang terlepas atau putus dari ikatan sosial dengan 
masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimapang. 
Ikatan sosial itu lalu diterjemahkan menjadi 4 elemen : 
1. Attachment mengacu pada kemampuan seseorang untuk 
menginternalkan norma-norma masyarakat. 
2. Commitment mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan 
seseorang dalam perbuatan menyimpang. 
3. Involvement mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang 
disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan 
pernah sampai berfikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan 
menyimpang. 
4. Beliefs mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-






c. Teori Label atau Teori Pemberian Nama 
Asumsi dasar penyimpangan (deviance) merupakan pengertian yang 
relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang 
berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu. 
Teori label bila dibandingkan dengan teori-teori kejahatan pada 
umumnya, teori ini menggeser fokus perhatian studinya dari pelaku 
penyimpangan dan perilakunya “menuju” perilaku dari mereka yang 
memberikan label dan memberikan reaksi pada pihak lain sebagai pelaku 
penyimpangan. Teori label ini berhipotesis bahwa hubungan-hubungan 
ditentukan oleh arti yang di berikan oleh masyarakat pada umumnya dan 
karateristik-karateristik yang oleh individu-individu di atributkan kepada 
yang lain. Begitu orang dicap, yang terjadi apabila seseorang sedang di proses 
melalui sistem peadilan pidana, maka suatu rantai peristiwa-peristiwa mulai 
bergerak.  
Tidak hanya terjadi perubahan-perubahan dalam konsep sendiri atau 
individu, tetapi disitu juga terdapat penyusutan yang sesuai dan bersamaan 
bagi jalan masuk kepada kesempatan-kesempatan yang lain. sebaliknya dari 
proses membentuk ikatan-ikatan dengan masyarakat konvensional maka 
individu itu tertarik pada penyelewengan-penyelewengan tercap lainnya dan 
lalu membentuk pasangan-pasangan baru norma-norma perilaku bagi dirinya, 







D. Tinjauan Umum tentang Korban Tindak Pidana 
1. Pengertian Korban Tindak Pidana 
Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli Abdussalam, 
bahwa korban tindak pidana adalah “orang yang telah mendapat penderitaan 
fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati 
atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak 
pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat 
penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau 
tindak pidana. secara yuridis, pengertian korban dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di jelaskan 
bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:  
a. Setiap orang;  
b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;  
c. Kerugian ekonomi;  
Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya 
korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam 
terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah 
korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai 
korban, pengertian ini dikemukakan baik oleh para ahli yang membahas 
mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:  
a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita 





mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan23. 
b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan 
penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah 
berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan 
tersebut24. 
c. Muladi, korban ( victims) adalah orang-orang yang baik secara 
individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk 
kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan 
substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui 
perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-
masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan25. 
Adapun korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak 
sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa 
dan/ diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan Pasal 55 Undang-
Uundang Nomor 35 Tahnun 2009). Karena itulah, menurut perspektif 
viktimologi, penyalahgunaan narkotika tidak dapat dikategorisasikan sebagai 
pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban, 
dan korban itu adalah orang lain. Pandangan inilah yang kemudian 
mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkotika merupakan salah 
                                                             
23 Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer – 
Kelompok Gramedia, hal. 64. 
24 Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN.jakarta hlm 9 
25 Muladi, 2005, HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Muladi, ed., 
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satu bentuk kejahatan tanpa korban (crime without victim). Hal ini berarti 
apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat 
dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum26. 
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat 
dilihat bahwa korban  pada dasarnya tidak hanya orang orang-perorangan atau 
kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan 
yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan 
lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan 
langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika 
membantu korban mengatasi penderitaanya atau untuk mencegah viktimisasi. 
2. Jenis-jenis korban Tindak Pidana 
Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen 
scafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe/jenis korban tindak 
pidana, yaitu sebagai berikut.  
a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap mejadi 
korban (untuk tipe ini,kesalahan ada pada pelaku).  
b. Korban secra sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang 
merangsang orang lain untul melakukan kejahatan (untuk tipe ini, 
korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan 
sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban).  
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c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban,anak-
anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, 
golongan minoritas, dan sebagainya merupakan orang-orang yang 
mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat 
disalahkan,tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.  
d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku,inilah yang dikatakan 
sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, narkoba 
merupakan beberapa kejahtan yang tergolong kejahatan tanpa korban. 
Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.27 
3. Hak dan kewajiban korban Tindak Pidana 
Hak - hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-
undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan UndangUndang 
Perlindungan Saksi dan Korban). Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan 
Saksi dan Korban tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan sanksi 
yaitu sebagai berikut.28 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 
yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 
dan dukungan keamanan;  
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c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;  
d. Mendapat penerjemah;  
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;  
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;  
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;  
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;  
i. Dirahasiakan identitasnya;  
j. Mendapat identitas baru;  
k. Mendapat tempat kediaman sementara;  
l.   Mendapat tempat kediaman baru;  
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 
n. Mendapat nasihat hukum;  
o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
Perlindungan berakhir; dan/atau  
p. Mendapat pendampingan 
Sekalipun hak- hak korban kejahatan telah tersedia secra memadai, mulai 
dari hak atas bantuan keuangan (financial) hingga hak atas pelayanan medis 
dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan 
eksistitensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan 
penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu, ada 
beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:  
a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas 





b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan 
 terulangnya tindak pidana . 
c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai 
 terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang . 
d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan 
 pada pelaku . 
e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa 
 dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan 
 keluarganya . 
f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan 
 dalam upaya penanggulan kejahatan . 
g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk 
tidak menjadi korban lagi.29 
E. Tinjauan Umum tentang Teori Viktimologi tentang korban 
1. Pengertian viktimologi 
Cara pandang tentang penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus 
pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian 
para pelaku kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk 
dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan 
tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kajahatan. Saat berbicara tentang 
korban kejahatan, maka kita tidak terlepas dari Victimologi. Victimologi 
dapat diketahui mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan korban 
                                                             





seperti: faktor penyebab munculnya korban, upaya mengurangi terjadinya 
korban kejahatan, bagaimana seorang dapat menjadi korban, hak dan 
kewajiban korban kejahatan. Victimologi dapat dikatakan sebagai cabang 
ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain seperti 
Sosiologi dan Kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, tapi peran 
Victimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu 
yang lain, dalam kaitannya dengan pembahasan fenomena sosial. Victimologi 
berasal dari bahasa latin “Victima” yang berarti korban dan “Logos” yang 
berarti ilmu.  
Secara terminologi Victimologi berarti suatu studi yang mempelajari 
tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan 
korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial, korban 
dalam lingkup Victimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya 
terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, 
korporasi, swasta maupun pemerintah.30 Akibat penimbulan korban adalah 
sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang 
secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. 
Victimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang 
mempelajari Victimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia 
yang merupakan suatu kenyataan sosial. 
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2. Teori faktor penyebab terjadinya kejahatan 
Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana 
seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang 
tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban 
kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan.31 
Menurut pandangan para pakar kriminologi kejahatan secara umum 
diartikan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma (hukum 
pidana/kejahatan/criminal law) merugikan,menjengkelkan,menimbulkan 
korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh 
perhatian terhadap kejahatan,yaitu:  
1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan; 
2. Perilaku yang dideskriminalisasi; 
3. Populasi pelaku yang ditahan; 
4. Tindakan yang melanggar norma; 
5. Tindakan yang mendapat reaksi sosial. 
Steven Box dalam penelitiannya di Inggris mengatakan bahwa kejahatan 
cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang 
lebih muda, pengangguran ,orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, 
menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat. 
Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 
1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu 
                                                             





diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah 
kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap 
sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural 
dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga 
didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan 
ketidakadilan ekonomi. Kejahatan timbul disebabkan oleh beberapa teori 
yakni: 
a. Teori Biologi 
Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur 
jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan 
keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. 
Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan 
tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku 
sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-
sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga 
menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku 
kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu 
seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan 
lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor 
penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang 
digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain 





yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat 
dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat32. 
b. Teori Psikogenesis 
Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul 
karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap 
yang salah, fantasi,rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, 
konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan 
psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap 
masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat 
perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk 
berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan 
adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya 
adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam 
tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan 
kejahatan.  
Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan 
dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau 
frustasi. Orang yang frustasi cenderung lebih mudah untuk 
mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup 
yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. 
Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan 
tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan 
                                                             





kondisi.33Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang 
sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki 
penghasilan tetap.  
Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah juga menjadi 
faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi 
memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung 
melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. 
Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan 
merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang 
memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang 
tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan 
dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang 
perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah 
masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya 
dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk 
kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di 
Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi. 
termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan 
ekonomi34 
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c. Teori Sosiologis 
Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni 
sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial 
yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau 
internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh 
lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah 
yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh 
nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa 
penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan 
sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini 
mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa 
melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya 
atau yang lebih dikenal dengan proses imitation. 
d. Teori Subkultural Delikuensi 
Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial 
dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat 
yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang 
padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik 
perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak 
disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.35Faktor ini bisa 
menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor 
                                                             





ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu 
daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini 
faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. 
Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di 
pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan 
terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini 
terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan 
memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan 
memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. 
F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah 
Belanda yaitu strafbaar feit atau juga sering disebut delict. Istilah tersebut 
merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu 
pengetahuan. Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang 
berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. 
Para ahli Pengertian tindak pidana 
Hamel Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke 
gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang 
bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 
(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.36 
                                                             





Pompe  Strafbaarfeit adalah sebagai berikut :”Strafbaarfeit 
itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran 
norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan 
oleh pelaku”.37 
E Utrecht tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana 
yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu 
merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang 
melalaikan maupun akibatnya(keadaan yang 
ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).38 
 
2. Unsur-unsur tindak pidana 
Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang tersebut telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan didalam suatu 
peraturan perundang-undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan 
perundang-undangan pidana lain diluar KUHP. Mengenai unsur-unsur tindak 
pidana Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada 
umumnya dapat djabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur 
subyektif dan unsur obyektif.39 Kemudian Lamintang juga menjelaskan 
tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut :  
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a. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;  
b. Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si 
pelaku itu harus dilakukan.40 
Rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas 
dirasakan terlalu sederhana. Selain hal tersebut di atas, masih terdapat 
beberapa pendapat para ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak 
pidana. Sama halnya dengan istilah tindak pidana, mengenai unsur-unsur 
tindak pidana pun belum terdapat kesatuan pendapat diantara para ahli hukum 
pidana. Setidaknya tentang unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para 
ahli hukum pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, 
yaitu : 
1. Pandangan dualistis  
Pandangan dualistis mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu 
perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (criminal act atau actus reus) 
dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (adanya mens rea). 
Pengikut aliran dualistis, antara lain : 
1) H.B. Vos een srafbaar feit is een menselijke gedraging waarop door 
de wet (genome in de ruime zin van ”wettelijke bapaling”) straf is 
gesteld, een gedraging dus, die in het algemeen (tenzij er een 
                                                             





uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden is. Jadi menurut Vos 
strafbaar feit hanya berunsurkan :  
a. kelakuan manusia;  
b. diancam pidana dalam undang-undang.41 .  
2) W.P.J. Pompe berpendapat bahwa ”menurut hukum positif strafbaar 
feit adalah tidak lain dari feit, yang diancam pidana dalam ketentuan 
undang-undang”. (volgens ons positieve recht is het strafbaar feit niets 
anders een feit, dat in oen wettelijke srafbepaling als strafbaar in 
omschreven). Memang beliau mengatakan, bahwa menurut teori, 
strafbaar feit itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, 
dilakukan dengan kesalahan, dan diancam pidana. Dalam hukum 
positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) 
dan kesalahan (schuld) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak 
pidana (strafbaar feit). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan 
adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang 
dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum 
atau kesalahan.42  
3) Moeljatno Dalam pidato dies natalis tersebut di atas beliau memberi arti 
kepada ”perbuatan pidana” sebagai ”perbuatan yang diancam dengan 
pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya 
perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :  
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a. perbuatan (manusia);  
b. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan 
syarat formil); dan 
c. bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).43 
2. Pandangan monistis  
Pandangan monistis melihat bahwa keseluruhan adanya syarat 
pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan. Pengikut aliran monistis, 
antara lain :  
1) Simons Srafbaar feit adalah tindakan yang dapat dihukum, nakal, 
dan tidak bertanggung jawab dari orang yang bertanggung jawab 
(een straafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband 
staande handeling van een toerekeningssvatbaar persoon)Jadi 
unsur-unsur Srafbaar feit adalah :  
a. Perbuatan manusia (positief atau negatief, berbuat atau tidak 
berbuat atau membiarkan);  
b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);  
c. Melawan hukum (onrechtmatig);  
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); 
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
(teorekeningsvatbaar persoon).44 
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G. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana Narkotika 
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika 
Mengenai pengertian tindak pidana narkotika UU. No. 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa 
yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya 
merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana 
narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud 
dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar 
ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah UU No. 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam 
ketentuan Undang-Undang tersebut. 
2. Penyalahgunaan Narkotika 
Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” 
yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, 
penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan 
yang menyeleweng terhadap narkotika, Secara yuridis pengertian dari 
penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni : “Penyalahguna adalah orang 
yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” 
Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering 
dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. 
Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat didalam 
Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 





menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada 
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”  
Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan 
menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian 
dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya 
hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. 
Penggunaan narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok 
penyalahguna narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan 
narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana narkotika. Sehingga 
secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tidak lain adalah 
pelaku tindak pidana narkotika. 
Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku 
tindak pidana narkotika, namun didalam keadaan tertentu pecandu narkotika 
dapat berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban 
merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau 
dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat 
penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”.45 Pecandu 
narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika yang dilakuknnya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak 
pidana narkotika yang lain. 
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3. Jenis Pelaku Tindak Pidana Narkotika  
Di atur di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 
dijelaskan sebagai berikut : 
a. Sebagai pengguna  
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 
35 tahun 2009 pasal 116 tentang Narkotika yang berbunyi : 
“Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang 
lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana 
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga)”. 
b.  Sebagai pengedar  
 Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Undang-undang No. 35 
tahun 2009 pasal 81 dan 82 tentang narkotika yang berbunyi sebagai 
berikut : 
“diancan dengan hukuman paling lama 15 tahun dan 
dikenakan denda” 





Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang 
No. 35 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : 
 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah)”. 
H. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 
a. Pengertian penegakan hukum 
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan 
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara 
ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian 
pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-
kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 
tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 
kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis 
tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih 
konkrit46 . 
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Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini 
tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang 
dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum 
yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana 
penegakan hukum itu dijalankan47. 
Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 
manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. 
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat 
terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah 
dilanggar harus ditegakkan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan 
ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara 
lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang 
bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-
masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung 
tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat 
hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam 
masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi 
dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga 
semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap 
penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 
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pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya,aparat penegak 
hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan 
hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, faktor sarana dan fasilitas yang 
dapat mendukung pelaksanaan hukum. Hikmahanto Juwono menyatakan di 
Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan 
hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar 
institusi tersebut masih ada diantaranya , Direktorat Jenderal Bea Cukai, 
Direktorak Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam 
penegakan hukum meliputi hal48: 
 1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan. 
 2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.  
3. Uang mewarnai penegakan hukum.  
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang 
diskriminatif dan ewuh pekewuh.  
5. Lemahnya sumberdaya manusia. 
 6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.  
7. Keterbatasan anggaran. 
 8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.  
Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara 
yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang 
bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum 
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dengan anggaran yang cukup memadai sedang outputnya terhadap 
perlindungan warganegara di harapkan dapat meningkatkan kepuasan dan 
sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial 
bagi seluruh anggota masyarakat49. 
I. Tinjauan Umum tentang Kebijakan kriminal 
Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu 
perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak 
pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan 
ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu 
kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi 
pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan 
kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan 
oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal policy), 
khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini 
demi kebijakan penegakkan hukum atau “Law enforcement”50. 
a. Kebijakan hukum pidana (penal policy) 
Marc Ancel menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri dari 3 
(tiga) komponen, yaitu; “criminology”, “criminal law”, “penal policy”. 
Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana 
“penal policy” sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa 
“penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan 
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praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara 
lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-
undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan 
juga kepada para penyelenggara atau pelaksana itu mengandung arti, 
bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-
undangan pidana yang baik. Menurut A. Mulder yang dikutp oleh Barda 
Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan:  
1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah 
atau diperbaharui; 
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;  
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan 
pidana harus dilaksanakan. 
 Berdasarkan uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa pembaharuan 
hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal 
policy) dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum 
pidana) juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan 
tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan 
kepada si pelanggar. 
 Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum 
yang kemudian menurut pendapat Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya 
penanggulangan tindak pidana, yakni pertama ”total enforcement” 
(penegakan hukum sepenuhnya/total), khususnya penegakan hukum pidana 





memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh 
hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal 
lainnya. Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut ”area of no 
enforcement” (dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan 
sepenuhnya). Penegakan hukum kedua, yaitu ”full enforcement” (penegakan 
hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum 
diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap ”not a 
realistic expectation”, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk 
waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan kesemuanya mengakibatkan 
keharusan dilakukan ”discreation” dan yang ”actual enforcement”51.  
Berdasarkan teori Yoseph Goldstein di atas serta kaitannya dengan 
kebijakan penegakan hukum atau penaggulangan terhadap tindak pidana 
yang dilakukan dalam keadaan bencana dapat mengarah kepada ”actual 
enforcement”, yaitu merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum 
pidana. Penegakan hukum atau penanggulangan secara ”actual enforcement” 
melihat pada kenyataanya bahwa peristiwa itu melibatkan aparat penegak 
hukum dalam hal penegakan hukum maupun penanggulangan terhadap 
kejahatan atau tindak pidana itu.  
 
 
                                                             






b. Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan  
Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan 
pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum 
kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur 
non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, 
maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab 
terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada 
masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak 
langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan 
demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka 
upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya 
politik kriminal.  
Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif 
timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, 
karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya 
upaya non- penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah 
kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan. 
Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, 
dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi 
masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “extra-
legal system” atau “informal and traditional system” yang ada dalam 
masyarakat. Selain upaya penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan 





yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya penal itu digali 
dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. 
Sumber lain itu misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan 
teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak 
hukum. Mengenai potensi efek-preventif aparat penegak hukum ini menurut 
Sudarto, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu 
termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat 
(pelanggar hukum) potensial52. Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil 
pemaparan di atas mengenai upaya non- penal dalam kebijakan 
penanggulangan kejahatan di atas, cukup beralasan kiranya untuk terus-
menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non-
penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal. Secara 
konsepsional, inti dan arti kebijakan hukum terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam faedah-faedah 
yang mantap dan melakukan dalam sikap tindak sebagai rangkaian 
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup53. Penegakan hukum dan 
politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, sebagai 
upaya membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja serta 
terwujud secara konkret. Bertolak dari pengertian yang demikian, maka 
fungsionalisasi atau proses penegakan hukum umumnya melibatkan minimal 
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tiga faktor yang saling berkaitan/terkait. Adapun tiga faktor tersebut, yaitu 
faktor perundang-undangan, faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga 
komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (legal), aspek struktur (legal 
structure), aspek budaya hukum (legal culture), maka suatu kebijakan hukum 
sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut54. 
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